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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum, di dalam konsep negara hukum 
fungsi penegakan hukum memiliki peranan penting, karena merupakan bagian 
dari proses kegiatan hukum nasional. Penegakan hukum merupakan usaha 
untuk menegakkan norma-norma dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang 
norma tersebut.Penegakan hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan-
aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan, 
tetapi berbicara mengenai banyak faktor, antara lain perilaku orang-orang yang 
terlibat didalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, para penegak 
hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice 
system). Kejahatan merupakan suatu realita yang tumbuh di dalam kehidupan 
masyarakat. Seiring dengan perkembangan jaman, kejahatanpun terus 
berkembang juga, dengan demikian permasalahan kejahatan banyak 
bermunculan dan semakin kompleks. Kejahatan timbul di mana saja, baik di 
negara berkembang maupun di negara maju. Semakin hari kejahatan semakin 
meningkat secara signifikan, hal itu tentu saja akan menimbulkan keresahan 
dan terganggunya ketentraman dalam masyarakat sehingga akan 
membahayakan masyarakat itu sendiri. 
Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, telah ditegaskan bahwa negara 
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Itu berarti bahwa 
Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Negara melindungi dan menjamin hak–hak asasi manusia, 
misalnya hak asasi manusia di bidang hukum yaitu segala warga negara 
bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk 
menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam masyarakat, berbangsa dan 
bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma/kaidah untuk menjamin 
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hak–hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri. Mengingat meningkatnya kasus 
kejahatan yang semakin kompleks tersebut maka perlu dilakukan penanganan 
secara serius oleh aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat dan 
melakukan upaya–upaya yang bersifat preventif untuk mengatasi kejahatan, 
sehingga akan tercipta stabilitas keamanan dalam masyarakat. Sebagaimana 
tersirat dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP dijelaskan bahwa tujuan hukum 
acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati 
kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu 
tindak pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara tepat 
dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu 
tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari 
pengadilan guna menentukan apakah orang tersebut terbukti melakukan tindak 
pidana sehingga dapat dipersalahkan. 
Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam 
suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Penanggulangan 
yang dimaksud adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam 
batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun 
keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan 
pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah, serta mendapat 
pidana dan disamping itu yang paling penting adalah untuk mencegah pelaku 
untuk mengulangi kejahatan.  
Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma, hukum pidana 
merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem dari norma-norma, Sebagai 
sebuah sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem yaitu 
menyeluruh (wholes), memiliki beberapa elemen (elements) dan kemudian 
semua elemen tersebut saling terkait (relations)
1
. Proses pengaturan mengenai 
hukum pidana diatur oleh negara sebagai puncak dari pengaturan hukum 
publik , yang mana untuk hukum pidana di Indonesia ada beberapa tahap yang 
harus dilalui dalam proses penyelesaiannya yang diatur dalam Undang-
Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia yang 
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merupakan panduan dalam pelaksanaan berjalannya sistem Peradilan Pidana 
di Indonesia 
2
. Dimana didalamnya diatur secara rinci dan sistematis pejabat 
atau lembaga yang berwenang melaksanakan sistem, beserta tugas dan 
kewenangannya masing-masing, Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
KUHAP, sistem Peradilan Pidana Indonesia dijalankan oleh 4 (empat) 
komponen yaitu Kepolisian selaku penyidik, Kejaksaan sebagai Badan 
Penuntut Umum, Pengadilan bertugas mengadili dan memutus perkara serta 
lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan narapidana. Penegakan 
hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana 
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum 
tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang 
berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, 
Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur 
penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan 
kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut 
merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka 
penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan 
yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan 
Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama 
mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali 
para nara pidana. 
Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena 
Kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus 
diperiksa oleh Pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah 
seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan 
dan tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian pentingnya posisi Jaksa bagi proses 
penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang 
professional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di 
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Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa 
kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan 
dilakukan oleh Kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, Kejaksaan 
juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan tata usaha Negara, 
yaitu mewakili Negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN. Jaksa 
sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi kewenangan untuk bertindak 
sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan 
wewenang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 
Secara umum KUHAP tidak memberikan kewenangan bagi Kejaksaan 
untuk melakukan penyidikan, dengan demikian Indonesia dapat dikatakan 
satu-satunya Negara dimana jaksa atau penuntut umumnya tidak berwenang 
untuk melakukan penyidikan walaupun sifatnya isidential. Hal ini dapat dilihat 
pada Pasal 1 butir 1 KUHAP telah menyatakan bahwa “penyidik adalah 
pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan”. Penuntutan hanya dilakukan oleh Jaksa penuntut umum sesuai 
dengan kewenangan yang dimilikinya.
3
 
Dari sekian banyak payung hukum yang mengatur mengenai 
Kejaksaan, dapatlah dipahami bahwa kedudukan Kejaksaan dalam sistem 
hukum kita sangat penting. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa 
Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak berdiri sendiri. 
Namun cenderung dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ada di luar di luar badan 
Kejaksaan itu sendiri. Hak ini menyebabkan kejaksaan tidak dapat 
melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal. Sebut saja kehadiran KPK 
(Komisi Pemberantasa Korupsi). Hadirnya lembaga ini menunjukkan bahwa 
Kejaksaan tidak lagi di anggap mampu meredam lajunya tindak pidana 
korupsi karena dikhawatirkan, bahwa pelaku korupsi tersebut dapat 
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melakukan intervensi terhadap Kejaksaan untuk penyelesaian kasus perkara 
korupsi. 
Jika kita melihat lebih jauh lagi, mengapa fenomena ini terjadi tentunya 
tidak lepas dari sistem hukum yang menempatkan Jaksa bukan pada 
tempatnya, teori pemisahan kekuasaan yang di agung-agungkan tidak dapat 
diterapkan pada sistem yang ada pada Indonesia. Kejaksaan yang semestinya 
lepas dari kekuasaan eksekutif, justru malah berada di bawah kekuasaan 
eksekutif. Hal inilah yang sebenarnya sangat mengganggu proses penegakan 
hukum. Eksekutif dan yudikatif tidak lagi berada dalam kekuasaan yang 
terpisah. Akhirnya terjadi saling intevensi antara lemabaga yang satu dengan 
lembaga yang lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasan pengkategorian 
sebuah lembaga apakah masuk dalam wilayah eksekutif, atau malah masuk 
dalam wilayah yudikatif. 
Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang diberi mandat untuk 
melaksanakan kekuasan negara dalam bidang penuntutan yang dilaksanakan oleh 
Penuntut Umum yang bila ditafsirkan secara etimologis berasal dari 
kata"prosecution" yang berasal daribahasa latin prosecutus, yang terdiri dari kata 
"pro" (sebelum) dan "sequi" (mengikuti). Mengacu pada pemaknaan 
kata"Penuntut Umum" secara etimologis dan dikaitkan dengan peran Kejaksaan 
dalam suatu sistem peradilan pidana, maka Kejaksaan seharusnya dipandang 
sebagai Dominus Litis (procuruer die de procesvoering vastselat) yaitu pengendali 
proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses 
eksekusi suatu putusan. Asas Dominus Litis ini merupakan hal yang universal 
sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Guidelines on the Role of Prosecutors yang 
juga diadopsi oleh Eight United Nation Congress on The Prevention of 
Crime dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana pada tahun 1990 
dan di Indonesia juga telah eksplisit diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 55/PUU-X11/2013. 
Nyatanya, asas Dominus Litis telah direduksi pemaknaannya dan fungsinya 
dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui prinsip 
diferensiasi fungsional yang mengakibatkan terkotak-kotaknya subsistem penyidikan 
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dengan penuntutan. Sekalipun KUHAP tidak menerapkan fungsi penuntut 
umum sebagai Dominus Litis secara maksimal, Kejaksaan tetap diberi porsi 
terbatas untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap proses penyidikan 
yang bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak 
hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. 
Pelaksanaan pengawasan secara horizontal saat ini terwujud dalam 
lembaga prapenuntutan yang menjadi sarana kordinasi penuntut umum dengan 
penyidik. Akan tetapi, lembaga prapenuntutan terbukti tidak efektif mencapai 
tujuannya menjadi untuk menjadi sarana kordinasi fungsional, sekaligus 
pengawasan penuntut umum atas kinerja penyidik. Hal ini diantaranya diakibatkan 
oleh tidak maksimalnya pengaturan mengenai prapenuntutan dalam norma positif 
KUHAP. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 14 huruf b KUHAP, prapenuntutan 
hanya dilakukan "apabila ada kekurangan pada penyidikan", frase ini menandakan 
prapenuntutan seolah-olah bukan sebagai bagian integral dari sistem peradilan 
terpadu dan bukanlah suatu keharusan. Selain itu, Pasal 14 huruf b KUHAP juga 
tidak memposisikan penuntut umum untuk dapat berperan secara aktif dari awal 
tahapan penyidikan. Kondisi ini menyulitkan penuntut umum untuk dapat aktif 
menjaga nilai-nilai Due Process of law yaitu mencegah terjadinya suatu 
pelanggaran/kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap 
tersangka 
4
 serta menjaga kualitas upaya penuntutan yang merupakan elemen penting 
dalam penyelesaian suatu perkara pidana, Akibatnya dalam penyelesaian perkara 
pidana banyak ditemui kasus-kasus mengambang (floating case) sebagaimana yang 
ditulis oleh Prof Andi Hamzah yang mengatakan “Akibat dari adanya 
tahapan prapenuntutan atau adanya proses perkara mondar- mandir antara 
penyidik dan jaksa, maka dalam 10 tahun terakhir, terdapat 550.000 perkara 
hilang 
5
. Hal ini dapat dilihat dari data perkara tindak pidana umum di 
seluruh Indonesia yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik selama kurun 
waktu 7 (tujuh) tahun dari tahun 2005 s/d 2011, yaitu sebagai berikut : Dalam 
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kurun waktu tahun 2005-2011, sangat besar sekali, yaitu sebanyak 555. 110 
(lima ratus lima puluh lima ribu seratus sepuluh) perkara. Dari jumlah tersebut, 
perkara yang SPDP-nya telah disampaikan ke Jaksa namun tidak ada 
tindaklanjutnya sebanyak 467.786 perkara; perkara yang dikembalikan jaksa 
dengan petunjuk untuk dilengkapi (P-18/P-19) namun tidak dikembalikan lagi 
oleh penyidik sebanyak 41.274 perkara; dan perkara yang sudah dinyatakan 
lengkap (P-21) namun tidak diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang 
bukti (tahap II) sebanyak 46.050 perkara.Selain adanya kasus-kasus 
mengambang, keterbatasan peran penuntut dalam KUHAP juga mengakibatkan 
beberapa putusan bebas yaitu  
1. Putusan Mahkamah Agung No. 936 K/Pid.Sus/2012 a.n Arief Hariyanto 
(pencabutan BAP, dikarenakan penyidik melakukan tekanan saat 
pemeriksaan) 
2. Putusan Mahkamah Agung No. 1875/K/Pid/2011 a.n Senali bin Nawar 
(pencabutan BAP, dikarenakan penyidik melakukan penyiksaan saat 
pemeriksaan) 
3. Putusan Mahkamah Agung No. 600/K/Pid/2009 a.n Rijan als Ijan 
(pencabutan BAP, dikarenakan penyidik melakukan penyiksaan saat 
pemeriksaan) 
4. Putusan Mahkamah Agung No. 2026/K/Pid/2011 a.n Toni bin Umar 
(pencabutan BAP, dikarenakan penyidik melakukan penyiksaan saat 
pemeriksaan) 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka keterbatasan peran penuntut 
umum dalam penyelesaian perkara pidana yang diatur dalam KUHAP dapat 
menyebabkan ketidakpastian hukum termasuk terabaikannya hak-hak pencari 
keadilan, baik tersangka, korban maupun kepentingan umum.  
B. Rumusan Masalah 
Pada dasarnya penelitian itu dilakukan guna mendapatkan data yang 
dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu setiap penelitian yang 
akan dilakukan selalu berangkat dari masalah. Seperti dinyatakan oleh Emory 
dalam Sugiyono bahwa, “baik penelitian murni maupun terapan, semuanya 
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berangkat dari masalah, hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung 
dapat digunakan untuk membuat keputusan.”6 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka dirumuskan 
permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut :  
1. Apakah urgensi penguatan peran penuntut umum dalam sistem peradilan 
pidana di Indonesia?  
2. Bagaimana upaya penguatan peran penuntut umum dalam sistem peradilan 
pidana di Indonesia ? 
C. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan penelitian diatas, maka tujuan dilakukan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui urgensi penguatan peran penuntut umum dalam sistem 
peradilan pidana di Indonesia 
b. Mengetahui upaya penguatan peran penuntut umum dalam sistem 
peradilan pidana di Indonesia 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk menerapkan pengetahuan pada bidang ilmu hukum khususnya 
dalam bidang hukum pidana. 
b. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat – syarat guna 
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 
ilmu hukum khususnya hukum pidana 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran yang dapat dijadikan literatur dalam hukum pidana. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam 
bidang ilmu hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran  dalam mengembangkan 
gagasan, penalaran serta membentuk pola pikir peneliti terhadap 
ilmu yang diperoleh dalam bangku perkuliahan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberkan 
tambahan pengetahuan terhadap pihak-pihak yang terkait khususnya 
Penuntut Umum yang ada di Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
